
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ABSTRAK 

 
 

 Fenomena  pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk  kesehatan 

dari Multi level marketing (MLM) oleh dokter saat ini terus terjadi. Tidak jarang 

juga dokter dijadikan sebagai agen potensial dalam mempromosikan penggunaan 

produk kesehatan MLM tersebut, namun jika dikaitkan dengan etika profesi 

kedokteran  seharusnya ada batasan-batasan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan terutama dalam penggunaan produk ini. Oleh karena itu rumusan 

permasalahan yang diambil penulis adalah 1) Bagaimanakah pengaturan praktik 

dokter dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan dari 

multi level marketing  (MLM)?dan 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum 

oleh dokter dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan 

multilevel marketing (MLM) ditinjau dari standar pelayanan pelayanan dokter 

umum?. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan penelitian utamanya  normative dan ditunjang dengan penelitian 

lapangan. Sumber  data yang digunakan  dalam penelitian ini  terdiri dari data 

sekunder dan primer. 

Dari hasil penelitian disimpulkan  bahwa 1) Pengaturan praktek dokter 

dalam pelayanan kesehatan dengan mengunakan produk kesehatan dari Multi Level 

Marketing (MLM) menurut peraturan perundang-undangan jelas tidak 

diperbolehkan dan melanggar kode etik profesi dokter,  yakni seorang dokter 

dilarang mengumumkan, menganjurkan penerapan barang/produk dan jasa 

kesehatan/terkait kesehatan yang dipasarkan secara multi level marketing (MLM). 

karena itu setiap dokter yang melakukan pelayanan kedokteran harus tunduk pada 

peraturan yang ada dan 2) Pertanggungjawaban Hukum Dokter Dalam Pelayanan 

Kesehatan Dengan Menggunakan Produk Kesehatan dari Multi Level Marketing 

(MLM) harus mengacu kepada  standar pelayanan dokter umum meliputi beberapa 

aspek hukum, yaitu aspek hukum pidana, aspek hukum perdata serta aspek hukum 

administrasi Negara dengan penilaian berdasarkan adanya kesalahan dan kelalaian 

dari transaksi terapetik. 

  

Kata Kunci:   Produk  kesehatan, Multi Level Marketing (MLM),  

  Pertanggungjawaban hukum.   
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ABSTRACT 

 

  

 The phenomenon of health services using health products from Multi-

level marketing (MLM) by doctors continues to occur. It is also not uncommon for 

doctors to be used as potential agents in promoting the use of MLM health products, 

but if it is related to the ethics of the medical profession there should be limitations 

in providing health services, especially in the use of these products. Therefore the 

formulation of the problem taken by the author is 1) How is the regulation of 

physician practice in health services using health products from multi-level 

marketing (MLM) and 2) What is legal liability by doctors in health services using 

multilevel marketing health products (MLM) in terms of service standards for 

general practitioners? 

 The research method used is descriptive research with the main normative 

research approach and supported by field research. Data sources used in this study 

consisted of secondary and primary data. 

 From the results of the study concluded that 1) Setting the practice of 

doctors in health services using health products from Multi Level Marketing (MLM) 

according to legislation is clearly not allowed and violates the code of ethics of the 

doctor's profession, ie a doctor is prohibited from announcing, advocating the 

application of goods / products and health / health-related services that are 

marketed on a multi-level marketing (MLM) basis. therefore every doctor who 

performs medical services must comply with existing regulations and 2) Legal 

Responsibility of Doctors in Health Services Using Health Products from Multi 

Level Marketing (MLM) must refer to general practitioner service standards 

covering several legal aspects, namely aspects of criminal law , aspects of civil law 

and aspects of State administrative law with an assessment based on the existence 

of errors and omissions from therapeutic transactions.  

  

  
 

 

Keywords: Health products, Multi Level Marketing (MLM), Legal liability 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum jelas dalam 

Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau  

“Rechtsstaat”  yang  sebelumnya  hanya  tercantum dalam  Penjelasan  UUD  1945, 

dirumuskan  dengan  tegas  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  yang menyatakan,  “Negara  

Indonesia adalah Negara Hukum. Terkait dengan perlindungan hukum, pelaksanaan 

dan penegakannya ada hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh 

negara yaitu hak jaminan perlindungan dan kepastian hukum dan hak kesehatan serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemenuhan hak tersebut tidak bisa 

dilepaskan dari dinamika perkembangan jaman, yaitu globalisasi yang merupakan 

salah satu hal yang tidak dapat dihindari oleh berbagai bangsa/negara di dunia, 

termasuk Indonesia. Segala yang terjadi di zaman globalisasi mempengaruhi 

pemenuhan hak tersebut, semakin banyak perkembangan maka semakin banyak juga 

tuntutan akan pemenuhan hak.1  Sebenarnya, globalisasi bukanlah sesuatu yang 

baru, semangat pencerahan eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian 

dunia baru dapat  dikategorikan sebagai arus globalisasi. Salah satu penyebab  

perubahan sosial dan perubahan hukum adalah globalisasi.2    

 Di era globalisasi pelayanan dokter kepada pasien harus mengedepankan 

nilai-nilai tanggung jawab professional, kesejawatan dan proporsionalitas tugas dan 

                                                             
1Anny Isfandijarie, Fachrizal Afandi,2010,  Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Volume 

I dan Il , Prestasi Pustaka, Jakarta, hal 2.  
2 Oemar  Seno Adji, 2011, Etika Profesional dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter, 

Erlangga, Jakrta, hal 223. 

 

1 



2 

 

 
 

jasa dokter dalam rangka keberhasilan profesi. Dalam  menjalankan profesi  

kedokteran diperlukan  suatu  kode  etik  yang digunakan sebagai pedoman. Kode 

Etik Kedokteran Indonesia  (KODEKI), yang  revisi terakhirnya ditetapkan  

penerapannya  oleh  PB  IDI  pada tahun 2012, menjadi pedoman bagi dokter 

Indonesia dalam  melaksanakan praktek kedokteran.3 Karena itu, seorang dokter 

dalam melakukan profesinya selalu dituntut untuk berusaha sebaik mungkin dalam 

merawat pasiennya dan setiap tindakan yang ia lakukan harus sesuai dengan standar 

profesi kedokteran. Dokter sebagai subyek hukum mempunyai tanggung jawab 

hukum atas setiap perbuatan yang ia lakukan jika perbuatan tersebut ternyata 

menimbulkan kerugian terhadap pasien, maka dokter tidak dapat berdalih bahwa 

tindakan tersebut bukan tanggung jawabnya.4   

 Profesi kedokteran dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan 

yang terbaik, apalagi kini cakupan ilmu telah berkembang luas.Ilmu kedokteran gigi, 

dan psikologi walaupun sering dipisahkan dari kedokteran umum, tetap menjadi 

bagian satu kesatuan ilmu kedokteran. Pada awalnya hubungan hukum antara dokter 

dan pasien ini adalah hubungan vertikal atau hubungan kepercayaan yang bersifat 

paternalistik, dimana tenaga kesehatan dianggap paling superior (father know best), 

kedudukan atau posisi dokter dan pasien tidak sederajat, karena dokter dianggap 

paling tahu tentang segala seluk beluk penyakit, sedangkan pasien dianggap tidak 

tahu apa-apa tentang penyakit tersebut dan ia menyerahkan sepenuhnya kepada 

dokter. Dokter ditempatkan sebagai patron (pelindung) dan pasien ditempatkan 

                                                             
3 Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, 2012, Mukadimah, Kode Etik Kedokteran 

Indonesia Tahun 1012. Jakarata. 
4 Rosa Elita dan Yusuf  Shofie, 2012, Malpraktek;  Penyelesaiian Sengketa, dan Perlindungan 

Konsumen, Unika Atma Jaya, Jakarta, hal.13  
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sebagai klien (orang yang dilindungi). Pola hubungan vertical paternalistik antara 

dokter dan pasien mengandung dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif 

daripada pola paternalistik ini sangat membantu pasien dalam  hal awam terhadap 

penyakit, sebaliknya dampak negatif karena tindakan dokter yang berupa langkah-

langkah upaya penyembuhan penyakit pasien itu merupakan tindakan-tindakan yang 

tidak menghiraukan otonomi pasien, yang justru menurut sejarah perkembangan 

budaya dan hak-hak dasar manusia sudah ada sejak lahir. 5 

 Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat mempunyai peranan sangat penting karena terkait langsung 

pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. 

Landasan utama bagi dokter untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien adalah 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui 

pendidikan dan pelatihan.6  

 Namun, tidak jarang seorang dokter dalam memberikan  pelayanan 

kesehatan keluar dari jalur cita-cita luhur sebagai dokter, dimana ada kepentingan 

lain yang masuk dalam pelayanan dokter, seperti dokter  dengan bisnis produk 

MLM. Penggunakan produk kesehatan MLM dengan cara mempromosikan dan 

menawarkan produk-produk kesehatan  tersebut kepada pasien. 

  Tren penggunaan produk kesehatan MLM berkembang sejak lama, 

termasuk Indonesia, sehingga mudah diakses dan digunakan oleh siapapun 

termasuk oleh dokter. Seperti  praktek pelayanan kesehatan dokter yang belakangan 

                                                             
 5American Medical Association., 2010, The Ama Code Of Medical Ethics’ Opinions On the Sale and 
Dispensing OF Health-Related Products. Virtual Mentor. 2010;12(12):925, hlm.7.  
6  Penjelasan, Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004,  
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ini muncul adalah fenomena praktek dokter dalam pelayanan kesehatan dengan 

menggunakan produk kesehatan Multi Level Marketing (MLM).7   

 Banyaknya kalangan masyarakat dan bahkan seorang dokter yang 

menggunakan produk kesehatan Multi level Marketing (MLM) dalam kehidupan 

sehari-hari dengan tujuan  untuk menjaga kesehatan. Tidak jarang juga dokter 

dijadikan sebagai agen potensial dalam larisnya penggunaan produk kesehatan multi 

level marketing (MLM). Karena dokter sebagai figur yang dipercaya oleh 

masyarakat, otoritas penuh yang dimiliki dokter dalam menggunakan produk 

kesehatan multi level marketing (MLM) sebagai pemberi obat untuk pasien 

membuat masyarakat atau pasien juga tertarik menggunakannya. Namun,  jika 

dikaitan etika profesi kedokteran harus mempunyai batasan-batasan, karena dalam 

era globalisasi yang terjadi saat ini profesi kesehatan merupakan salah satu profesi 

yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, karena sifat pengabdiannya 

kepada masyarakat yang sangat komplek. Etika profesi yang semula mampu 

menjaga citra tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya kelihatannya 

makin memudar sehingga perlu didukung oleh peraturan perundang undangan yang 

lebih mengikat bagi tenaga kesehatan dan lebih memperdayakan pasien dan 

keluarganya sebagai pengguna pelayanan kesehatan.8  

 Namun, Apabila penggunaan produk kesehatan yang diberikan oleh 

seorang dokter kepada pasien ini menimbulkan efek samping  yang  merugikan, 

                                                             

7 Pukovisa Prawiharjo,mohammad Baharuddin,mohammad Yadi Permana, Dokter aktif di MultiLevel 

Marketing (MLM ) dengan produk yang mengklaim Manfaat Kesehatan atau Penyembuhan, 

Bolehkah?dalam Jurnal etika kedokteran vol2,no.2 Juni 2018 
8  Hendrojono Soewono, 2015, Perlindungan Hak-hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan, hal. 5  
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maka konsumen memerlukan perlindungan hukum untuk dapat melindungi hak-

haknya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah 

untuk melindungi konsumen yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang No.8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian diatur juga pada Kitab 

UndangUndang Hukum Perdata, Undang_Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

 Hal ini semakin menjadi permasalahan, sehingga muncullah tuntutan 

untuk suatu ‘tim dokter independen.  Seiring waktu, tuntutan tersebut semakin sering 

muncul ketika masyarakat melihat kejanggalan dalam bidang medis. Wacana 

tuntutan ‘tim dokter independen’ adalah suatu hal yang menarik, karena sejatinya 

dokter sebagai profesi memiliki sifat independen. Hal ini tercantum baik di kode etik 

maupun peraturan perundangan yang mengikat & mengatur profesi dokter. Wacana 

tuntutan ini muncul disebabkan para dokter sebagai pegawai dari institusi penegak 

hukum (kepolisian/kejaksaan) atau instansi pemerintah dianggap kurang independen 

karena tidak dapat menjaga rahasia, mudah dipengaruhi situasi politik dan tekanan 

dari luar. 

 Banyak dokter melakukan praktik pengobatan alternatif dengan 

menggunakan produk-produk suplemen makanan seperti dari multi-level marketing 

(MLM) tanpa disertai bukti-bukti ilmiah yang tentunya dapat merugikan pasien. 

Maka itu dianggap sebagai penyimpangan terhadap independensi dokter menurut 

Kode Etik Kedokteran Indonesia.. Jika muncul berbagai kejadian tersebut yang 

mempengaruhi independensi dokter, maka akan membuat kepercayaan masyarakat 

terhadap profesi dokter menurun. Hal ini dapat terlihat dari surat pembaca sampai 
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pemberitaan di media massa yang berisi berbagai macam ketidakpuasan, tuduhan 

malpraktik, sampai berita penyimpangan yang dilakukan para dokter dalam praktik. 

 Desakan bagi adanya independensi dokter terus muncul karena memang 

masyarakat membutuhkan profesi dokter yang memiliki independensi dalam sistem 

pelayanan kesehatan. Masyarakat selalu menginginkan dokter yang memiliki 

independensi yang ditandai dengan sikap berani: berani hidup jujur & menyatakan 

kebenaran; berani menolak suap & kolusi; berani berkata tidak pada intervensi 

politik; juga berani untuk bekerja sesuai standar pelayanan & keilmuan. Dengan 

semua keberanian tersebut, diharapkan independensi dokter dapat terus terjaga 

sehingga kepercayaan masyarakat pada profesi dokter meningkat. Semoga profesi 

dokter di Indonesia dapat terus menjadi profesi yang memiliki independensi & 

membanggakan bagi masyarakat Indonesia.  

 Dokter jelas memiliki konflik kepentingan pada penggunaan produk 

kesehatan Multi Level Marketing (MLM) yang memiliki klaim kesehatan dan 

kecantikan. Karena jika seorang dokter dalam melakukan praktek pelayanan dokter 

umum dengan bermodal kepercayaan pasien untuk kepentingan pribadi bukan 

kepentingan  kesembuhan pasien merupakan hal yang bertentangan dengan nilai-

nilai etika kedokteran. Sebagian besar produk kesehatan yang digunakan diklaim 

memiliki manfaat yang mungkin secara ilmiah tidak terbukti. Disamping itu pula, 

jika pemberiannya tidak mempertimbangkan urgensi dan relevansi dengan keadaan 

pasien. Oleh karena itu, sudah saatnya diperlukan ketegasan tentang etis atau tidak 

etisnya kebijakan dokter pengguna produk kesehatan Multi Level Marketing (MLM) 

digunakan juga dalam praktek kesehatan yang diberikan pada pasien juga. Selain itu, 
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partisipasi pemerintah dalam mengawasi pemasaran produk-produk kesehatan oleh 

perusahaan Multi Level Marketing (MLM)  juga perlu ditingkatkan agar  jika terjadi 

pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti.9  

   Hal ini berkaitan dengan independensi dokter atau kebebasan profesi 

dapat dirangkum sebagai suatu ciri keluhuran profesi dokter, yang ditandai dengan 

sikap bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan bekerja dengan kejujuran, 

kebenaran, & perikemanusiaan yang mengutamakan kepentingan pasien sesuai 

kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Masalah penyimpangan 

independensi dokter bukan hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum atau 

politik saja. Justru sebagian besar masalah yang membuat para dokter menjadi tidak 

independen adalah berkaitan dengan uang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa 

banyak dokter melakukan kolusi dengan perusahaan farmasi, laboratorium, atau 

rumah sakit.10 

  Ada beberapa nama dokter yang sudah sukses dan mendapatkan bonus besar, 

seperti reward  mobil mewah  dari perusahaan Multi Level Marketting (MLM)  

Tianshi, dan contoh lainnya yang didapatkan dokter  bonus milyaran rupiah dari 

produk MLM Milagros. Menurut mereka bisnis ini merupakan asset dan passive 

income untuk merubah hidup. 

 Di Indonesia, dokter yang aktif di bisnis MLM sudah sering ditemukan. 

Salah satu kasus yang cukup banyak  mendapat sorotan terjadi di Surabaya di mana 

                                                             
 9 Pukovisa P, baharuddin Moh, Yp Muhammad, 2018, Dokter Aktif di Multi Level 

Marketing (MLM) bolehkah? JEKI 2018, diunduh 25-1-2020. 

 10 Baharuddin M, Lefrandt R, Santosa F., 2017, Tinjauan etik regulasi jam kerja dokter 
di Indonesia. JEKI. 2017;1(1):25–9. https://doi.org/10.26880/jeki.v1i1.6. 
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beberapa dokter kedapatan meresepkan suplemen dan vitamin yang merupakan 

produk MLM kepada pasien. Kasus tersebut sempat menuai kecaman dari pihak 

DPRD Kota Surabaya karena dianggap melanggar sumpah profesi dokter. Seperti 

dikutip dari Surya Online pada beberapa waktu yang lalu; 

“Ketua Komisi DPRD Surabaya, Baktiono, geram dengan  adanya 

praktek dokter MLM, Menurutnya, praktek tersebut melanggar 

sumpah profesi, Dokter seharusnya mengedepankan aspek social 

malah Berbisnis,” ujarnya. 

 

  Meskipun dokter tidak dilarang berbisnis, pihak IDI menghimbau agar 

para dokter tidak melakukan usaha bisnis yang berkaitan dengan profesi dokter 

untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik. 

 Di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia sendiri, frase MLM disebutkan 

dengan jelas pada penjelasan pasal 6 butir ke-6, yang berbunyi “Setiap dokter 

dilarang mengumumkan, menganjurkan penerapan barang/produk dan jasa 

kesehatan/terkait kesehatan yang dipasarkan secara multi level marketing (MLM).”  

Jelas dinyatakan bahwa seorang dokter harus menghindarkan diri dari bisnis MLM, 

khususnya pada produk-produknya yang memiliki klaim kesehatan dan 

kecantikan11   

 Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM  DOKTER 

                                                             
 11 Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. 2012, Kode etik kedokteran tahun 

2012. Jakarta  
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DALAM PELAYANAN KESEHATAN DENGAN MENGUNAKAN 

PRODUK KESEHATAN DARI MULTI LEVEL MARKETING (MLM)”  

B. Permasalahan 

              Berdasarkan uraikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

di ambil dalam penulisan  ini adalah  sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaturan praktek dokter dalam pelayanan kesehatan 

dengan mengunakan produk kesehatan dari Multi Level Marketing (MLM)? 

2. Bagimanakah pertanggungjawaban hukum dokter dalam pelayanan 

kesehatan dengan mengunakan produk kesehatan dari Multi Level 

Marketing (MLM) ditinjau dari standar pelayanan dokter umum? 

C.  Ruang Lingkup Pembahasan 

Dalam penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka 

penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada 

pengaturan praktek dokter dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan 

produk kesehatan dari Multi Level Marketing (MLM) dan bentuk 

pertanggungjawaban hukum  dokter dalam pelayanan kesehatan dengan 

menggunakan produk kesehatan dari Multi Level Marketing (MLM) ditinjau dari 

standar pelayanan dokter umum 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

                 Tujuan dan  manfaat penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pengaturan praktek dokter dalam pelayanan kesehatan  

dengan menggunakan produk kesehatan dari Multi Level Marketing (MLM) 
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2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum  dokter dalam pelayanan 

kesehatan dengan menggunakan produk kesehatan dari Multi Level 

Marketing (MLM) ditinjau dari standar pelayanan dokter umum 

 

E. Kerangka Teori  dan Konsepsional 

1.  Kerangka Teori 

a.  Teori Pertanggungjawaban 

 Menurut Abdulkadir Muhammad teori pertanggungjawaban dalam 

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, 

yaitu :12  

1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah 

melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat 

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan 

mengakibatkan kerugian.   

2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep 

kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum 

yang sudah bercampur baur (interminglend).   

3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa  

mempersoalkan kesalahan  (stirck liability), didasarkan pada 

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya 

                                                             
12 Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya 

Bakti, Jakarta, hlm. 503.  
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meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian 

yang timbul akibat perbuatannya.  

 

 

b.  Teori Kode Etik  

 Sebagai suatu profesi, ilmu kedokteran diharapkan dapat menghasilkan 

dokter yang menguasai ilmu teori dan praktik kedokteran beserta perilaku dan etika 

yang mulia sesuai dengan tujuan kode etik yaitu menuntut professional memberika 

jasa semaksimal mungkin kepada pasienya /konsumenya. Selain itu, tidak semua 

petugas atau orang yang menjalankan tugas atau pekerjaan di dalam institusi atau 

lembaga kesehatan baik di pemerintah atau swasta itu memperoleh pengakuan 

sebagai profesi. Suatu profesi kedokteran  sekurang-kurangnya mempunyai ciri 

sebagai berikut:  

1) Mengikuti pendidikan sesuai standar nasional, artinya orang yang 

termasuk dalam profesi yang bersangkutan harus telah 

menyelesaikan pendidikan profesi tersebut. Orang yang 

berprofesi dokter, dengan sendirinya harus telah lulus pendidikan 

profesi dokter (bukan hanya sarjana kedokteran).  

2) Pekerjaanya berdasarkan etik profesi. Artinya, dalam 

menjalankan tugas atau profesinya. Seseorang harus 

berlandaskan atau mengacu kepada etika profesi yang telah 

dirumuskan oleh organisasi profesinya.  

3) Mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan 

materi.  

4) Pekerjaanya legal (melalui perizinan). Untuk menjalankan tugas 

atau praktik, profesi ini dituntut perizinan secara hukum, atau izin 

praktik.  

5) Anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat. Seorang anggota 

profesi mempunyai kewajiban untuk selalu meningkatkan 

profesinya melalui belajar terus menerus.  
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6) Anggota-anggotanya bergabung dalam suatu organisasi profesi. 

Seseorang yang lulus pendidikan dokter harus menjadi anggota 

IDI (Ikatan Dokter Indonesia) 13 

 

Perlu ditegaskan kembali, bahwa profesi dokter adalah bagian dari profesi 

kesehatan yang menjalankan tugas fungsional pelayanan kesehatan terhadap pasien  

atau masyarakat yang bersifat kuratif-rehabilitatif (penanganan-pengobatan). 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Etika profesi kedokteran adalah sesuatu 

yang terkait  dengan perilaku dokter dalam menjalankan tugasnya. Mengingat 

dokter termasuk dalam petugas kesehatan lainya yang banyak macamnya seperti 

apoteker, bidan, perawat. Maka perlu untuk mengatur perilaku masing-masing 

pofesi dengan membuat panduan sendiri-sendiri yang disebut “Kode Etik”. Dapat 

dirumuskan bahwa “Kode Etik Profesi” adalah suatu aturan tertulis tentang 

kewajiban yang harus dilakukan oleh semua anggota profesi dalam menjalankan 

pelayananya terhadap “client” atau masyarakat. Kode etik pada umumnya  disusun 

oleh  organisasi profesi yang bersangkutan.   

Untuk Ikatan Dokter Indonesia terdapat Kode Etik Kedokteran. Bila seorang 

melanggar kode etik tersebut, maka dia akan diperiksa oleh Majelis Kode Etik 

Kedokteran Indonesia, bukanya oleh pengadilan. Kode etik kedokteran Indonesia 

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No 434/Men.Kes/SK/X/1983 

tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia 

menyangkut 2 hal yang harus diperhatikan: Pertama, etik jabatan kedokteran yaitu 

menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap dokter, terhadap teman sejawat, 

                                                             
   13Notoadmojo, Soekidjo.2010. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: 

Rineka Cipta, hal. 37 
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para pembantunya (perawat, suster, asisten) masyarakat dan pemerintah. Kedua, 

etik asuhan kedokteran merupakan etik kedokteran untuk pedoman kehidupan 

sehari-hari yaitu mengenai sikap tindakan seorang dokter terhadap penderita yang 

menjadi tanggung jawabnya. Kode etik tidak mengatur hak-hak anggota, tetapi 

hanya kewajiban –kewajiban anggota. Ruang lingkup kewajiban bagi anggota 

profesi atau isi Kode Etik Profesi pada umumnya mencakup14 

1) Kewajiban Umum  

2) Kewajiban terhadap client  

3) Kewajiban terhadap teman sejawatnya.  

4) Kewajiban terhadap diri sendiri.  

Agar setiap profesi kedokteran senantiasa berpegang teguh dan berperilaku 

sesuai dengan kehormatan profesinya, maka sebelum menjalankan tugas profesinya 

diwajibkan mengangkat sumpah, sebagai janji profesi baik untuk umum 

(kemanusiaan), Untuk “client” atau pasien, teman sejawat, dan untuk diri sendiri. 

Sumpah atau janji ini oleh profesi dokter telah dirumuskan secara cermat. Dibawah 

ini akan disebutkan lafal sumpah profesi dokter: Demi Allah saya 

bersumpah/berjanji:  

a. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri 

kemanusiaan  

b. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi 

luhur jabatan kedokteran.  

c. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat 

dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai 

dokter.  

d. Saya akan  menjalankan tugas saya dengan mengutamakan 

kepentingan masyarakat.  

                                                             
   14Ibid, hal. 39 
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e. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena 

pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter.  

f. Saya akan tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran 

saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan 

sekalipun diancam.  

g. Saya akan  senantiasa mengutamakan kesehatan penderita.  

h. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak 

terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kesukuan, perbedaan 

kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan sosial dalam 

menunaikan kewajiban terhadap penderita.  

i. Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat 

pembuahan.  

j. Saya akan memberikan kepada guru-guru dan rekan guru-guru 

saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang 

selayaknya.  

k. Saya akan  memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana 

saya sendiri ingin diperlakukan.  

l. Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran 

Indonesia.  

m. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan 

mempertaruhkan kehormatan diri saya.  

 

c. Teori Kepastian Hukum 

 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman 

kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu 

tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan 

dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum 

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan 

sosiologi.15  

 Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma 

adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, 

                                                             
 15 Dominikus Rato, Filsafat  Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,  

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59  
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dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. 

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-

Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman 

bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan 

dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. 

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau 

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan 

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.16  

 Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. 

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan 

logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain 

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian 

hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten 

dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar 

tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum 

yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.17   

 Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, 

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan 

                                                             
                 16 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,  Kencana, Jakarta, 2008, 

hlm.158.  

 17 Cst Kansil, Christine, dkk, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Hlm. 385.  

http://skripsifakhukum.blogspot.com/
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kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu 

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 

Negara terhadap individu.18  

 Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik 

yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang 

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, 

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan 

aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar 

menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan 

oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang 

bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa 

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, 

melainkan semata-mata untuk kepastian.19   

 Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi 

keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh 

berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan 

dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau 

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, 

kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. 

                                                             
 18Riduan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya 

Bakti,Bandung, hlm.23.  
   19 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan 

Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83  

http://skripsifakhukum.blogspot.com/
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Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian 

hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. 20  

 

2.  Kerangka Konseptual 

a. Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan 

atas perbuatan yang telah dilakukan. 

b. Dokter adalah setiap orang yang memiliki ijazah dokter, dokter 

spsesialis, dokter subspesialis atau spesialis konsultan yang diakui 

Pemerintah Repblik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

c. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 

yang dialkukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan 

kesehatan berupa upaya promotif, preventif, dan kuratif. 

d. Produk kesehatan Multi Level Marketing (MLM)  adalah produk-produk 

kesehatan yang berasal dari perusahan yang mempunyai konsep 

pemasaran dengan cara memberikan kesempatan kepada konsumen atau 

pelanggan untuk terlibat sebagai penjual serta mendapat keuntungan 

pada garis kemitraannya. 

e. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

                                                             
      20 Ibid, hlm 95  
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

 Dalam penelitan ini penulis berusaha mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan 

perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian 

berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan 

peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan 

khusus terhadap peristiwa tersebut. Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah 

pendekatan penelitian yuridis normative. Langkah pertama yang dilakukan 

penelitian yuridis normative yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu 

inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemakaian instrument 

Undang-undang tentang kesehatan, undang-undang praktik kedokteran  dan 

undang-undang perlindungan konsumen, serta beberapa peraturan daerah setempat 

Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan 

ini. Penelitian bertujuan menemukan fakta hukum yang jelas dalam meletakkan 

persoalan ini dalam perspektif hukum  

 

2. Data dan Sumber Data 

 Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah  data sekunder yang 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

a) Bahan     hukum     primer    yaitu  bahan    hukum     yang   isinya   mempunyai      

kekuatan mengikat  terhadap   masyarakat.  Bahan    hukum  primer   yang    

digunakan dalam penelitian    ini  adalah   peraturan perundang-undangan 

seperti dibuatnya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
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Konsumen, kemudian diatur juga pada Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta peraturan 

Pemerintah lainnya  yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

b) Bahan hukum sekunder  adalah   bahan  hukum     yang    isinya   memberikan 

penjelasan   mengenai bahan hukum primer. Bahan     hukum sekunder  yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah buku, tesis, makalah, data dari 

internet.  

c) Bahan hukum   tersier   adalah   bahan   yang   isinya   memberikan   petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan   

hukum   tersier   yang   digunakan   antara   lain   kamus   Blacks   Law   dan 

Ensiklopedia.21  

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan, yaitu  melakukan pengkajian terhadap data skunder 

berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan 

hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah 

yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan  hukum tersier (kamus 

Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus 

                                                             
  21 Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hal, 43. 
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hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan 

penelitian ini. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan 

observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. 

 

4. Teknik pengolahan data  

 Dalam penulisan tesis ini, data yang diperoleh kemudian di 

kumpulkan baik secara primer maupun sekunder, dan dianalisis secara 

mendalam. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, 

menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya 

yang berkaitan dengan penulisan ini. Dalam menguji data dan materi yang 

disajikan, diperlukan metode sebagai berikut:  

a) Dedukatif  yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang -

undangan.  

b) Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip 

atau memperjelas bunyi peraturan perundang –undangan dan uraian 

umum.  

c) Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan 

perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat 

menimbulkan ketidak sepahaman serta menimbulkan kerancuan.  

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 
 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:  

    BAB       I PENDAHULUAN  

    Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang     

 lingkup dan tujuan, kerangka teori dan kerangka konseptual, 

 metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini disajikan tentang pengertian pertnggungjawaban 

hukum, pengertian keadilan, unsur-unsur hukum, Pengertian 

perlindungan hukum kesehatan, bentuk-bentuk perlindungan 

hukum  kesehatan bagi pasien, kode etik profesi etika kedokteran. 

BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai pengaturan praktek dokter 

dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan produk 

kesehatan dari Multi Level Marketing (MLM) dan bentuk 

pertanggungjawaban hukum dokter dalam pelayanan kesehatan 

dengan menggunakan produk kesehatan dari Multi Level 

Marketing (MLM) ditinjau dari standar pelayanan dokter umum 

BAB  IV  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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